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KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

 KABUPATEN BENGKAYANG 
NOMOR : 22.7 TAHUN 2025 

 
TENTANG 

 
PENETAPAN JAM PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKAYANG 
 

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
KABUPATEN BENGKAYANG, 

 
Menimbang  : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan publik dan 

menjamin efektivitas, efisiensi, dan kelancaran kerja serta 

disiplin yang tinggi bagi aparatur di lingkungan Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, 
perlu menetapkan Jam Pelayanan pada Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penetapan 
Jam Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Bengkayang; 

Mengingat : 
 
 
 
 
 
 
 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3823); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 232, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5475); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5038; 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 



Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4736); sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5357); 

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan. 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang 
Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak 

Akses Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data 
Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1228); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 Tahun 2015 tentang 
Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu 
Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 1766); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja Yang 
Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 1799); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang 
Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 80); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 

Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda 
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara 
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
256); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Percepatan Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor); 

19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil di Kabupaten Bengkayang. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :  

KESATU 
 
 
KEDUA 

: 
 
 
: 

Penetapan Jam Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang; 
 
Jam Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut : 

a. Jam Pelayanan Adminduk Hari Senin – Jumat 08.00 – 15.00 
WIB (One shift service) 

b. Jam Pelayanan Pengaduan/Konsultasi melalui media 
elektronik dilayani 24 jam ditindaklanjut pada jam kerja. 

 
KETIGA 

 

 

KEEMPAT 

: 

 

 

: 

Penetapan Jam Pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam DIKTUM 
KEDUA wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai dan tenaga harian 
lepas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Bengkayang sebagai acuan dalam Penilaian Kinerja Pelayanan oleh 
Masyarakat dalam Pelayanan Publik. 
 
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 
 

Ditetapkan di  : Bengkayang 

Pada tanggal  : 08 September 2025                
     
  

  Plt. Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bengkayang 
 
 
 
 

BERNADETA, SH.,M.H 
Pembina Utama Muda/ IV.c 
NIP. 1971041620000032005 
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